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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan 

nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan 

dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi 

prioritas bagi pemerintah. 

 Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus 

rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan 

pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan 

yang luas untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan 

yang dimiliki oleh daerahnya. Hal ini selaras dengan UU No. 32 tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah. 

 Untuk mengurangi dominasi sumbangan pemerintah pusat serta 

meningkatkan pembangunan dan memaksimalkan otonomi daerah, 

Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Menurut UU No.33 tahun 2004, PAD terdiri dari: (1) Hasil pajak 

daerah, (2) Hasil retribusi daerah, (3) Hasil perusahaan milik daerah dan 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Pendapatan 

asli daerah yang lainnya. Pajak daerah merupakan penerimaanasli daerah 
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yang paling besar komposisinya dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

PAD menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi 

daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan 

pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti 

pemerintah daerah tersebut berhasil dalam menyelenggarakan otonomi 

daerah. Demikian pula sebaliknya, apabila PAD yang diperoleh pada 

daerah tersebut semakin sedikit atau mengalami penurunan, berarti 

penyelenggaraan otonomi daerahnya belum maksimal. Pajak daerah 

merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari 

masyarakat tanpa mendapat imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan UU 

No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 

mengungkapkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan 

oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Dengan menggali serta 

meningkatkan potensi pajak daerah yang ada di daerah tersebut, maka 

PAD nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. 

Jenis-jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten/kota ada 11 jenis 

pajak, yaitu: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) 

Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Bantuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak 
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Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan, (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

Berikut tabel data yang menunjukkan besar pajak daerah yang 

mendukung APBD Kota Surabaya Tahun 2008 - 2010 : 

Tabel 1 

Realisasi APBD Tahun 2006 - 2010 

No. Uraian Realisasi APBD ( dlm Rp 000.000,- ) Rata – rata 

Pertumbuhan 

( persen ) 
2006 2007 2008 2009 2010 

1. Pendapatan Asli Daerah 

1.1 Pajak Daerah 

1.2 Retribusi Daerah 

1.3 Hasil Perusahaan 

Daerah & Hasil 

Pengelolaan 

Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan 

1.4 Lain – lain 

Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah 

538.370 

305.405 

166.978 

 

 

 

 

21.479 

 

 

44.508 

607.649 

340.834 

176.786 

 

 

 

 

38.386 

 

 

51.643 

729.213 

397.990 

169.558 

 

 

 

 

42.520 

 

 

119.145 

 

809.796 

442.852 

164.248 

 

 

 

 

43.325 

 

 

159.371 

1.059.891 

581.582 

288.714 

 

 

 

 

63.582 

 

 

126.014 

18,70 persen 

17,74 persen 

18,61 persen 

 

 

 

 

34,53 persen 

 

 

39,89 persen 

2. Dana Perimbangan 

2.1 Bagi Hasil Pajak 

2.2 Bagi Hasil Bukan 

Pajak 

2.3 Dana Alokasi Umum 

2.4 Dana Alokasi Khusus 

895.690 

432.387 

 

- 

453.753 

9.550 

1.174.145 

527.147 

 

- 

639.590 

7.409 

1.289.212 

563.353 

 

4.193 

713.590 

8.075 

1.448.260 

651.459 

 

2.299 

765.886 

28.617 

1.593.973 

876.222 

 

5.333 

652.532 

59.886 

15,82 persen 

19,73 persen 

 

 

11,26 persen 

87,56 persen 
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No. Uraian Realisasi APBD ( dlm Rp 000.000,- ) Rata – rata 

Pertumbuhan 

( persen ) 
2006 2007 2008 2009 2010 

3. Lain – lain Pendapatan 

yang Sah 

3.1 Pendapatan Hibah 

3.2 Bagi Hasil Pajak 

Propinsi dan 

Pemerintah Daerah 

Lainnya 

3.3 Dana Penyesuaian dan 

Otonomi Khusus 

3.4 Bantuan Keuangan 

dari Propinsi dan 

Pemerintah Daerah 

Lainnya 

3.5 Dana Bagi Hasil 

Lainnya 

3.6 Dana Insentif Daerah 

 

278.157 

- 

 

 

 

278.157 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

247.762 

- 

 

 

 

238.490 

 

6.679 

 

 

 

- 

 

2.592 

- 

 

300.338 

1.000 

 

 

 

280.703 

 

9.573 

 

 

 

5.641 

 

3.421 

- 

 

417.325 

- 

 

 

 

387.873 

 

16.218 

 

 

 

10.300 

 

2.935 

- 

 

617.557 

- 

 

 

 

353.546 

 

207.386 

 

 

 

33.863 

 

2.680 

20.082 

 

24,31 persen 

- 

 

 

 

8,19 persen 

 

430,50 persen 

 

 

 

155,68 persen 

 

3,02 persen 

- 

Total Pendapatan 1.712.218 2.029.557 2.318.763 2.675.380 3.271.421 17,61 persen 

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, Kota Surabaya 

merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk 

mengatur rumah tangganya sendiri gunak melaksanakan pembangunan. 

Kota Surabaya diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi 

sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. 
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Potensi sumber ekonomi di Kota Surabaya apabila terus dikembangkan 

dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga 

mampu memaksimalkan  PAD. Salah satu upayanya adalah dengan 

meningkatkan pajak daerah. 

 Surabaya merupakan kota pendidikan yang memiliki banyak 

perguruan tinggi negeri maupun swasta sehingga terdapat ratusan ribu 

mahasiswa, baik yang berasal dari Kota Surabaya itu sendiri maupun 

mahasiswa luar kota Surabaya atau perantauan bahkan yang dari luar 

negeri yang menetap di Kota Pahlawan untuk melaksanakan 

pendidikannya. 

 Letak Kota Surabaya yang strategis sebagai kota perdagangan, 

jasa, industri, dan pendidikan (dengan banyaknya universitas), akan 

mendorong tumbuh kembangnya industri perhotelan dan jasa penginapan. 

Perkembangan industri perhotelan maupun penginapan secara langsung 

maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah, khususnya dari Pajak Hotel. 

 Secara umum, hotel adalah bangunan yang dipakai orang untuk 

menginap dan dipungut bayaran. Kebanyakan masyarakat mungkin 

berfikir bahwa hotel hanya mencakup hotel berbintang, hotel melati dan 

bangunan tempat orang menginap seperti wisma. Namun sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kota Surabaya No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, 

disebutkan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa 

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut 
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bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma 

pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah 

kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 

Sektor industri perhotelan dan jasa penginapan merupakan sektor yang 

sangat potensial di Kota Surabaya guna meningkatkan dan berkontribusi 

dalam PAD, sehingga ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota 

Surabaya untuk lebih menggali potensi pajak hotel dan jasa penginapan di 

Kota Surabaya. 

 Sistem Pengendalian Intern menurut Mulyadi (2001:54) adalah 

struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuranh yang dikoordinasikan 

untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan 

data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen. 

 Menurut Mulyadi suatu sistem pengendalian intern yang baik harus 

memiliki empat elemen pokok yang terdiri dari (1) Struktur organisasi 

yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat, (2) Sistem 

wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, (3) Praktek yang sehat 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap unit organisasi, (4) Karyawan 

yang kompeten. 

 Apabila keempat elemen ini diterapkan dengan baik dan benar 

maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipercaya 

dan keamanan harta organisasi atau dinas dapat terjamin. Sebab tujuan 

sistem pengendalian intern adalah menghasilkan laporan keuangan yang 
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dapat dipercaya dan menjamin keamanan harta kekayaan suatu organisai 

atau dinas. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis mengambil judul “ SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI 

DAERAH KOTA SURABAYA DI KANTOR BADAN 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH”. 

 

1.2 Tujuan Studi Lapang 

Tujuan dari studi lapang ini, yaitu antara lain: 

a. Untuk mengetahui efektifitas penerimaan pajak hotel antara 

rencana dan realisasi Pajak Hotel di Kota Surabaya. 

b. Untuk mengetahui bagaimana langkah / prosedur dalam sistem 

penerimaan Pajak Hotel. 

 

1.3 Manfaat Studi Lapang 

a. Bagi penulis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan  dapat memperluas 

pengetahuan dan wawasan penulis tentang Pajak Hotel, khususnya 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan 

Pajak Hotel pada Pemerintah Kota Surabaya. 
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b. Bagi masyarakat 

Diharapkan dapat memberi informasi mengenai Pajak Hotel di 

wilayah Pemerintah Kota Surabaya. 

 

c. Bagi pemerintah daerah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat 

kebijakan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan 

Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Pajak Hotel. 

 

d. Bagi ilmu pengetahuan 

Diharapakan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal perpajakan 

di waktu yang akan datang. 

 

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang 

Ruang lingkup studi lapang adalah pembatasan suatu masalah yang 

komplek dan terkait agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas agar 

dapat membantu dalam pemecahan masalah. Dengan demikian, penulis 

membatasi ruang lingkup permasalahan pada sistem pengendalian intern 

penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya 

pada tahun 2013-2017. 
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Pada umumnya permasalahan ini tidak terlalu jauh dari kehidupan 

di sekitar kita. Wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya untuk 

membayar pajak karena sesuatu yang terjadi pada mereka. Ada beberapa 

hak yang tidak memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak yaitu 

objek pajak yang dimiliki wajib pajak terkena suatu masalah, ini sangat 

merugikan negara. Ini juga tidak sepenuhnya menjadi kesalahan 

masyarakat, tetapi kurang adanya keaktifan dari petugas pajak maupun 

wajib pajak. 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan 

proposal penelitian ini menggunakan survei lapang. Survei lapang ini 

merupakan pendekatan langsung ke objek yang ditujui. 

Pelaksanaan pengumpulan data melalui studi lapang ini dilakukan dengan 

cara: 

 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan tanya jawab secara langsung dengan sumber data. Pada 

penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan 

pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber atau 

subjek penelitian yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak 

Daerah. 
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Pedoman wawancara ini digunakan untuk mengenai aspek-aspek 

apa saja yang harus dibahas. Dengan pedoman ini, pewawancara harus 

memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara 

konkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan 

dengan konteks aktual saat wawancara diadakan. 

 

b. Observasi 

Metode observasi yang diteliti ini menggunakan metode observasi 

langsung yang dimana  dilakukan dengan melihat secara langsung, dan 

mengamati objek untuk melihat segala sesuatu yang berhubungan 

dengan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 

kota Surabaya, serta dapat melakukan penyesuaian data yang telah di 

observasi sebelumnya dengan maksud untuk membandingkan 

keterangan-keterangan yang diperoleh secara kenyataan. 

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengambil 

arsip atau dokumen yang terdapat di Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pajak Daerah Kota Surabaya yang berkaitan dengan Pajak Hotel dan 

dijadikan acuan untuk penulisan tugas akhir. 

 

 


